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Disclaimer

• This Standard is applicable only to bribery.
• Conformity with this standard cannot provide assurance 

that no bribery has occurred or will occur in relation to the 
organization, as it is not possible to completely eliminate 
the risk of bribery. However, this standard can help the 
organization implement reasonable and proportionate 
measures designed to prevent, detect and respond to 
bribery.



Peraturanperundang-undangan

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;

• Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah;

• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil;

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;

• Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.



SNI ISO 37001??
Standar yang merinci 
persyaratan dan menyediakan 
panduan untuk
menetapkan, menerapkan,
memelihara, meninjau dan
meningkatkan
sistem manajemen anti
penyuapan.
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LingkupSNIISO37001

SNI ISO 37001??
Dirancang bagi organisasi untuk:
1. Menaati peraturan perundang-undangan

2. Memiliki kemampuan untuk : 
Mencegah (Prevent) 
Mendeteksi (Detect) 
Menangani (Respond)

PROSES PDCA
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KomitmenManajemenPuncak

“Inspektorat Daerah Kota Bogor 
berkomitmen….melarang segala bentuk penyuapan…”
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KebijakanSMAPItdaKotaBogor
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SasaranAntiPenyuapan



4.5BriberyRisk Assessment

• Fondasi dari SMAP.

• Merefleksikan risiko penyuapan aktual yang dihadapi oleh 

organisasi.

• Ketiadaan informasi yang negatif tidak berarti rekan bisnis tidak 
memiliki risiko penyuapan.

• Seluruh unit pemilik risiko (UPR) telah dibangun lingkungan 
pengendaliannya dengan menyusun dokumen penilaian risiko.

• risiko suap dan risiko mutu atau kinerja.

• Dasar hukum : (1) Peraturan Walikota Bogor Nomor 64 Tahun 2018 
tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan 
Pemerintah Kota Bogor; (2) Prosedur Penilaian Risiko Nomor ITDA 
BGR-SOP.08 tentang SOP Penilaian Risiko pada Inspektorat 
Daerah Kota Bogor; (3) Lampiran 1 Panduan SMAP



5.3.2Anti-BriberyCompliance Function

• Fungsi kepatuhan anti-penyuapan (FKAP).

• Tinjauan FKAP 1x dalam setahun untuk memastikan sistem 
manajemen anti penyuapan sesuai dengan persyaratan standar dan 
mengawasi desain dan penerapan sistem manajemen anti 
penyuapan.

• Kriteria: kompetensi (mempunyai pendidikan & pelatihan atau 
pengalaman yang sesuai), status (orang lain yang didengar dan 
dihormati), tanggungjawab (diberi kekuasaan yang cukup oleh top 
manajemen/dewan pengarah, mandiri (tidak terlibat secara personal 
dalam aktivitas organisasi yang terkena risiko penyuapan

• SK Inspektur Daerah Kota Bogor No 700.45.18 Tahun 2021 
tentang Penetapan Susunan Manajemen Puncak, Dewan Pengarah, 
Tim FKAP dan Tim Audit Internal implementasi SNI ISO 37001:2016 
di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bogor



7.2.2Employment Process

• Uji kelayakan dilakukan pada orang sebelum mereka dipekerjakan,

termasuk bagi personel yang akan dimutasikan atau dipromosikan.

• Hal ini untuk memastikan dan memberikan keyakinan bahwa mereka

akan mematuhi kebijakan anti penyuapan dan persyaratan sistem

manajemen anti penyuapan.

• (1) Prosedur uji kelayakan Nomor ITDA BGR-SOP 06 tanggal 03 Mei

2021 tentang SOP Uji Kelayakan; (2) Prosedur Pengeloaan Personel

Nomor ITDA BGR-SOP.07 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP

Pengelolaan Personel.

• “…semua pegawai, Inspektorat Daerah Kota Bogor menetapkan
prosedur untuk mematuhi kebijakan anti penyuapan dan sistem
manajemen anti penyuapan…”



A.8.3Conflict of Interests

• Organisasi sebaiknya secara jelas menginformasikan ke 
seluruh personel tentang kewajiban melapor bila ada konflik 
kepentingan seperti hubungan keluarga, hubungan keuangan 
atau lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang 
berkaitan dengan pekerjaannya.

• Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara berkala. 
Pemantauan dilakukan per bulan dan Evaluasi dilakukan per 
semester.

• Prosedur Nomor ITDA BGR-SOP.09 tanggal 03 Mei 2021 tentang 
SOP Penangangan Benturan Kepentingan.



7.3Awarenessand Training

• Organisasi harus memberikan kepedulian dan pelatihan anti 
penyuapan untuk personel secara berkala. Pelatihan ditujukan 
untuk membantu memastikan personel yang relevan mengerti 
sesuai dengan perannya.

• Organisasi harus menerapkan prosedur yang ditujukan pada 
kepedulian dan pelatihan anti penyuapan untuk rekan bisnis 
yang dapat menimbulkan risiko penyuapan di atas batas rendah. 
Prosedur ini harus mengidentifikasi rekan bisnis dimana 
kepedulian dan pelatihan itu diperlukan, isinya, dan sarana 
pelatihan harus disediakan.

• Pelatihan ini sendiri dapat diselenggarakan oleh rekan bisnis, atau 
pihak yang ditunjuk atau dilakukan oleh organisasi sendiri. 
Organisasi dapat mengomunikasikan kewajiban ini ke rekan bisnis 
dalam berbagai cara, termasuk bagian dari pengaturan kontrak.



8.2Due Diligence

• Uji kelayakan: menilai lebih lanjut sehubungan dengan semua posisi 

yang teridentifikasi risiko penyuapan di atas batas rendah 

sebagaimana hasil 4.5.

• Membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang berhubungan 

dengan transaksi spesifik, proyek, aktivitas, rekan bisnis dan 

personel.

• Output: mengakhiri/menunda/merevisi.

• Output: prosedur mempekerjakan.

• Petunjuk pelaksanaan : (1) Panduan SMAP Poin 8.2; (2) Prosedur 
ITDA BGR-SOP 06 Uji Kelayakan



8.3FinancialControl&8.4Non-financial Control

3. Pengendalian keuangan

-Menerapkan pemisahan tugas

-Melampirkan dokumen pendukung pada setiap proses pembayaran

-Membatasi pembayaran tunai

-Dilakukan audit atas pengendalian keuangan

4. Pengendalian non-keuangan

-Proses PBJ
-Perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan 
serah terima pekerjaan.



8.5Anti-Bribery Control

• Organisasi harus memastikan organisasi lain yang dikendalikan 

dan rekan bisnis untuk

(1) menerapkan SMAP

(2) menerapkan sistem pengendalian anti penyuapan yang sejenis

• Why? Keduanya dapat menyebabkan risiko penyuapan kepada 
organisasi.

• Contoh organisasi yang dikendalikan: anak perusahaan, usaha 
bersama, atau konsorsium dengan suara atau saham mayoritas

• Jika tidak menerapkan, hal ini harus menjadi faktor yang 
diperhitungkan dalam mengevaluasi risiko penyuapan yang 
berhubungan dengan organisasi lain yang dikendalikan dan rekan 
bisnis tersebut.



8.6 Anti-Bribery Commitments

•Komitmen anti-penyuapan (dalam bentuk 

tertulis) bagi rekan bisnis yang 

teridentifikasi memiliki risiko penyuapan di  

atas batas rendah.

•Menghentikan hubungan dengan rekan 

bisnis apabila terbukti melakukan 

penyuapan.



8.7Gifts,hospitality,donations &similar benefits

• Gratifikasi
• Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban 

atau tugasnya

• Dasar Hukum: (1) Peraturan KPK No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan 
Gratifikasi; (2) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 Tentang 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kota Bogor; (3) SOP Nomor ITDA BGR-SOP.12 tanggal 03 Mei 2021 
tentang SOP Penerimaan Gratifikasi

• Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik. Pemantauan 
dilakukan per bulan, Evaluasi dilakukan per Semester



8.8Managing inadequacy ofanti-bribery controls

Ketika uji kelayakan menentukan bahwa risiko penyuapan tidak dapat 
dikelola dengan pengendalian anti penyuapan yang ada, dan organisasi 
tidak dapat atau tidak ingin menerapkan tambahan atau peningkatan 
pengendalian anti penyuapan atau mengambil tindakan yang tepat 
lainnya, seperti mengubah sifat transaksi, proyek, aktivitas atau 
hubungan, organisasi harus:

•Dalam hal transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan yang ada, ambil 
tindakan sesuai terhadap risiko penyuapan dari sifat transaksi, proyek, 
aktivitas atau hubungan untuk mengakhiri, menghentikan, menunda atau 
menarik secepat yang bisa dilakukan;

•Dalam hal pengusulan transaksi, proyek, aktivitas atau hubungan baru, 
tunda atau tolak untuk melanjutkan.



8.9Raising Concerns

• Mendorong dan membuat orang untuk melaporkan dengan 
itikad baik atas terjadinya penyuapan, atau setiap pelanggaran 
atas SMAP.

• Sistem pelaporan pelanggaran (whistle-blowing system).
• Mengizinkan laporan tanpa identitas (Anonim) & memastikan 

tidak ada tindakan pembalasan.

• Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara berkala. 
Pemantauan dilakukan per bulan dan Evaluasi dilakukan per 
semester.

• Dasar Hukum : (1) SOP Nomor ITDA BGR-SOP.13 tanggal 03 Mei 
2021 tentang SOP Peningkatan Kepedulian Anti Penyuapan; (2) SOP 
Nomor ITDA BGR-SOP.11 tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP 
Pengadun Masyarakat dan Wishle Blowing System (WBS)



8.10Investigatingand dealing withbribery

• Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada, 
personel yang bukan bagian dari peran atau fungsi yang 
sedang diinvestigasi.

• mensyaratkan investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil 
investigasi adalah rahasia.

• mensyaratkan status dan hasil investigasi dilaporkan kepada 
manajemen puncak dan fungsi kepatuhan anti penyuapan.

• Dasar Hukum: (1) PP 60/2008 tentang SPIP; (2) Panduan SMAP 
Bab 8.10; (3) Prosedur Investigasi Nomor ITDA BGR-SOP.14 
tanggal 03 Mei 2021 tentang SOP Investigasi

• Output: (1) Meneruskan hasil AI ke APH (2) penerapan hukuman 
disiplin (3) tuntutan ganti rugi (TGR) dll
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Kecukupan dan kesesuaian Dokumen 
Organisasi terhadap Standar

Keterkaitan hubungan antara kebijakan,
sasaran, target, program SMAP dengan
prosedur.

Kesesuaian dokumentasi operasional dengan 
proses bisnis Organisasi.

Penilaian Risiko 
Proses Operasional 
Audit Internal 
Tinjauan Manajemen

Dokumen SNI ISO 37001 
(Informasi 
terdokumentasi)

SDM Mengetahui 
kebijakan dan sasaran

Prosedur Operasional

Rekaman

AspekPenilaian
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Experience

 Identifikasi Isu dan Kebutuhan Stakeholder
 Kesesuaian Lingkup dengan Rekaman yang ada
 Identifikasi Risiko belum lengkap (Proses, RTP, Monev)
 Program Kompetensi & Rekaman
 Monev Sasaran
 Komunikasi (Responden, Media, Website)
 Kelengkapan prosedur operasional & rekaman nya
 Temuan AI belum diselesaikan
 Hasil Tinjauan Manajemen



ImplementasiGCG

Sumber: Road Map GCG, Komite Nasional Kebijakan Governance

Commitment System Culture

CGC
CORPORATE 
GOVERNANCE  
COMMITMENT

GGC
GOOD 
GOVERNED  
COMPANY

Taat terhadap  
pedoman GCG 
baik  yang wajib 
maupun  bersifat 
kebijakan

Operasional yang baik  
melalui kontrol 
internal,  pengendalian 
resiko, dan  penerapan 
WBS

Korporasi diterima
sebagai bagian
dari Masyarakat
melalui
Pendekatan CSR
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GCC
GOOD 
CORPORATE  
CITIZEN
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Tantangan
Penerapan

SNI ISO 37001

Komitmen 
Top 

Manajemen 
Rendah

Penilaian 
Risiko 

Penyuapan 
Tidak Lengkap

Tidak 
Cukup 

Prosedur

Audit 
Internal 
Lemah

sumber: Roni Ilham Maulana, Direktur Monitor KPK (2004-2009)

Penutup
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